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136. Perlindungan pengungsi anak timor leste menurut konvensi hak-hak anak 20 nopember 1989 oleh unhcr (united nations high commissioner for refugees) (suatu tinjauan normatif), 

137. Studi komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai perlakuan tawanan perang, 

138. Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak indonesia bekenaan dengan pajak penghasilan (pph)

139. Pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing menurut hukum humaniter internasional, 

140. Pengamanan pulau-pulau terluar indonesia sebagai upaya tegaknya keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia, 

141. Aspek-aspek hukum perjanjian internasional dalam perjanjian kota bersaudara (sister city) antara pemerintah kota surakarta republik indonesia dan pemerintah kota montana republik bulgaria, 

142. Kejahatan terhadap kemanusiaan pada tawanan perang dalam perspektif ham dan konvensi jenewa 1949, 
143. Lembaga ekstradisi sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan ditinjau dari hukum internasional, 

144. Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan internasional dalam perspektif hukum humaniter, 
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147. Penggunaan bom cluster dan kaitannya dengan pelanggaran hukum humaniter di timur tengah ,

148. Urgensi perjanjian ekstradisi indonesia â€“ singapura sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia, 
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